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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian didalam skripsi ini adalah mengenai penerapan uang paksa dalam lingkungan peradilan tata
“usaha negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian
kepustakaan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Apabila suatu putusan TUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka akan sulit
untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu
diperlukan suatu pemaksaan seperti pengenaan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang tidak mau
mel aksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 116 ayat (7) UU PTUN, bahwa
ketentuan mengenai mekanisme uang paksa diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tapi
hingga saat ini belum ada yang mengatur. Lebih lanjut penelitian ini untuk menyelidiki penerapan uang
paksa dalam putusan dengan amar uang paksa dan menganalisis efektivitas uang paksa. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hakim ragu dalam
memasukan uang paksa dalam putusan karena ketiadaan peraturan pelaksana sehingga uang paksa
(dwangsom) tidaklah memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dil aksanakan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Research in thisthesis is about implementation of dwangsom within the State Administrative Court. This
research isanormative legal research using libarary research aprroach. The main principal of the State
Administrative Court is to put Judiciary control on the Government itself. If the State Administrative Court
make a law decision that does not have areal impact to government, than its difficult to control the
government. Therefore there is a need of an forcement for those governments official to make sure that they
obey the law decision that have been made by the State Adiministrative Court. According to Article 116
Paraghraph (7) of Law Regarding the State Administrative Court, the mechanism of dwangsom will be
explain more on another Act which isthat Act especially to explain mechanism of dwangsom but until now
the Act not exist. Furthermore, this research also want to investigate how judge implementate dwangsom on
Law Decision of State Administrative Court and to analyze the efectivity of dwangsom. Thisresearchisa
normative juridical, with an approach in legislation (statute approach) and aprroaches in cases (case
approach). Based on this research, it can be concluded the judge have a doubt to implementate dwangsom
because the law of dwangsom mechanism not exist so dwangsom is non executabel and can not to execute.
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